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ABSTRAK 

Terdapat banyak kejahatan yang dilakukan di ruang cyber yang luput dari 

pengawasan aparatur negara penegak hukum, salah satunya penyeberangan stiker 

berbentuk emoji dalam media WhatsAp. 

Pengaturan masalah cyberporn pada Undang-Undang pornografi memang 

cukup terperinci, seakan tidak memberi celah sedikitpun kepada para pelaku untuk 

melakukan tindak pidana cyberporn. Disamping itu Undang-Undang pornografi 

juga diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, 

perempuan dan keluarga dari bahaya pornografi. Namun dalam Undang-Undang 

pornografi juga terdapat permasalahan yang sama dengan UU ITE tentang 

batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, karena setiap orang mempunyai 

pandangan yang berbeda mengenai porno atau tidaknya sesuatu muatan konten di 

ruang cyber. 
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